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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengaduan dari masyarakat merupakan salah 

satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan 

terhadap pelayanan publik penyelenggaraan tugas 

pemerintahan, yang memerlukan pengelolaan secara baik, 

tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3995); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4450); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 

2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 122); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/ 

4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat 

BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan 

pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi 

terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 

2. Pegawai BAPETEN adalah aparatur sipil negara yang 

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan 

bekerja secara penuh pada unit kerja BAPETEN. 

3. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang 

dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. 

4. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk Pengawasan 

Masyarakat yang disampaikan kepada Kepala BAPETEN 

oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, atau 

badan hukum, berupa keluhan dan/atau ketidakpuasan 

serta sumbangan pemikiran, saran, gagasan yang bersifat 

membangun. 

5. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan 

Masyarakat yang berisi informasi adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang 

yang dilakukan oleh pegawai BAPETEN sehingga 

mengakibatkan kerugian masyarakat/negara. 

6. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah 

Pengaduan Masyarakat yang berisi informasi mengenai 

sumbang saran pemikiran, kritik konstruktif, dan 

sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan 
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penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPETEN. 

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses 

kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, 

penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, 

pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan 

terhadap Pengaduan Masyarakat. 

8. Pelapor adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, 

atau badan hukum yang menyampaikan Pengaduan 

Masyarakat kepada Kepala BAPETEN. 

9. Terlapor adalah Pegawai BAPETEN yang diduga 

melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan 

wewenang. 

10. Unit Kerja adalah unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan 

tinggi pratama dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan 

di lingkungan BAPETEN. 

11. Penelaahan adalah kegiatan penelitian atas dokumen 

dan/atau informasi yang disampaikan oleh Pelapor agar 

dapat dirumuskan inti masalah guna penanganan lebih 

lanjut. 

12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, 

dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 

objektif, dan profesional berdasarkan standar untuk 

menilai kebenaran atas Pengaduan Masyarakat. 

13. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan 

penegasan mengenai keberadaan Terlapor maupun 

mengenai masalah yang dilaporkan atau diadukan. 

14. Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau 

kegiatan untuk memberikan penjelasan, data, dokumen, 

dan/atau bukti-bukti mengenai permasalahan yang 

diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada Pelapor 

dan instansi terkait. 

15. Tindak Lanjut adalah kegiatan aksi yang harus dilakukan 

oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang atas 

rekomendasi hasil penelaahan dari Pengaduan Masyarakat 

yang disampaikan. 

16. Saluran Pengaduan adalah media yang digunakan untuk 

menyampaikan pengaduan. 
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